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Abstrak 
Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membentuk 
suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen. Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa “Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas 
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dari 
Arbiter BPSK dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 01/Abs/BPSK-
Yk/V/2019 Tentang Penarikan Motor Secara Paksa. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan doktrinal. Menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen Nomor: 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 tentang penarikan motor 
secara paksa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha telah sesuai dengan Pasal 18 ayat 
(1) huruf (f), Pasal 19 ayat (2), Pasal 52 huruf (a), Pasal 52 huruf (f) dan Pasal 52 
huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sesuai pula dengan 
doktrin atau pendapat yang dikemukakan oleh Salim HS, Mr. J. H. Nieuwenhuis 
sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, Subekti, Amriani 
dan Wirjono Prodjodikoro. 
 
Kata Kunci: bpsk, perlindungan konsumen, penarikan motor. 
 
Abstract 
Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection established an institution 
in consumer protection law, namely the Consumer Dispute Settlement Agency. 
Article 1 point 11 of the UUPK states that "The Consumer Dispute Settlement 
Agency (BPSK) is the agency tasked with handling and resolving disputes 
between business actors and consumers". This study aims to find out how the 
legal considerations of the BPSK Arbitrator in examining and deciding the case 
Number: 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 concerning Forced Motorcycle Withdrawals. 
This research uses a doctrinal approach. Using this type of descriptive research. 
The results of the study indicate that the legal considerations of the Judge of the 
Consumer Dispute Settlement Agency Number: 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 
regarding the forcible withdrawal of motorbikes carried out by Business Actors 
are in accordance with Article 18 paragraph (1) letter (f), Article 19 paragraph (2), 
Article 52 letter (a), Article 52 letter (f) and Article 52 letter (g) of the Consumer 
Protection Act and also in accordance with the doctrine or opinion expressed by 
Salim HS, Mr. J. H. Nieuwenhuis as translated by Djasadin Saragih, Subekti, 
Amriani and Wirjono Prodjodikoro. 
 





Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan 
yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan pokok yaitu 
sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), kebutuhan 
sekunder, dan kebutuhan tersier. Di era sekarang kebutuhan tersier bisa beralih 
menjadi kebutuhan pokok, seperti sarana transportasi yang menjadi salah satu 
penunjang hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Aristoteles memiliki pendapat bahwa manusia merupakan zoon politicon yang 
berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling 
memiliki hubungan satu dengan yang lainnya (Soeroso, 2009). Sehingga untuk 
mewujudkan tujuan dengan hasil yang menguntungkan maka untuk 
keberlangsungan hidup manusia harus saling membantu dan berinteraksi. Salah 
satu bentuk interaksi terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. 
Antara konsumen dan pelaku usaha terjalin hubungan untuk memenuhi 
kepentingan masing-masing, yaitu bagi konsumen kepentingan yang dimaksud 
memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan yang disediakan oleh 
pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha memperoleh keuntungan yang maksimal 
hasil dari transaksi dengan konsumen. Terjadinya hubungan antara konsumen dan 
pelaku usaha didasarkan adanya perjanjian yang mengikat antara kedua belah 
pihak. Kemudian  menurut Prof. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah 
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang 
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Simanjuntak, 2011). Perjanjian 
yang paling umum dan yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan 
masyarakat ini adalah perjanjian hutang-piutang yang didefinisikan dalam artian 
memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam 
dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang 
sama. Adanya sistem hutang-pihutang  di kehidupan masyarakat karena pada 
umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala 
kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan atau bantuan dari pihak lain dalam 
melakukan kegiatan apapun atau melakukan pekerjaan apapun.  
Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia banyak 
dipengaruhi oleh sektor pembiayaan karena masyarakat saat ini juga semakin 
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konsumtif. Sehingga memberi peluang kepada para pelaku usaha di dalam dunia 
bisnis, namun dilain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan 
kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran 
akan hak-hak dan kewajibannya. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa 
konsumen ke dalam tiga mekanisme. Pertama, penyelesaian sengketa melalui 
mekanisme yudisial, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata atau 
pidana. Kedua, penyelesaian sengketa secara damai. Dan ketiga, melalui Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK.  
Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa 
“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas 
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. 
Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat 
yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara 
sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha (Nugroho, 2011). 
Mungkin ada yang pernah mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak 
mampu membayar cicilan motor. Dalam kondisi tersebut hal pertama yang 
terbayang adalah, pasti motor kita akan disita. Pada kenyataannya memang 
banyak kasus yang berakhir seperti itu. Dalam kondisi gagal bayar biasanya debt 
kolektor akan menyita motor. Para lembaga pembiayaan sering melakukan 
tindakan-tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak berkeadilan, karena 
sering melakukan perampasan kendaraan-kendaraan konsumen di jalan-jalan dan 
sering menipu dan atau melakukan tipu daya kepada para konsumen agar 
konsumen menyerahkan barangnya dengan dalih dititipkan sementara atau untuk 
pengecekan nomor rangka dan data, setelah itu barang ada di pihak lembaga 
pembiayaan atau di sebut pihak leasing, konsumen di persulit untuk mengambil 
kendaraannya kembali, untuk itulah diharuskan adanya perlindungan kepada para 
konsumen. 
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Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik 
untuk melakukan suatu penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang 
berjudul : “BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) : 
Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 Tentang 
Penarikan Motor Secara Paksa”. 
 
2. METODE 
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
doktrinal. Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data utama yang 
diperoleh melalui kajian bahan pustaka, data tersebut adalah putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019. Metode 
yang dipergunakan untuk pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan 
teknik pengumpulan data-data sekunder dengan studi kepustakaan. Metode 
analisis data yang akan digunakan penulis adalah metode normatif kualitatif, yang 
dianalisis dengan metode berfikir deduktif. Metode normatif kualitatif yaitu suatu 
pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-
data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-
doktrin hukum, dan teori hukum yang telah ada. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.Kategorisasi I : Larangan Pelaku Usaha Mengurangi Manfaat Jasa atau 
Harta Kekayaan Konsumen yang Menjadi Objek Jual Beli Jasa 
Pertimbangan hukum dari Hakim sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) huruf (f) 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pendapat dari Salim HS karena 
unsur “larangan pelaku usaha mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan 
konsumen yang menjadi objek jual beli jasa” dalam aturan tersebut sudah jelas 
menyatakan bahwa pada intinya, unsur “larangan pelaku usaha mengurangi 
manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa” 
menunjukkan perbuatan seorang pelaku usaha yang mengurangi atau mengambil 
harta kekayaan konsumen secara sepihak. Dan didalam putusan yang diteliti oleh 
penulis (Putusan Nomor 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019), unsur “larangan pelaku 
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usaha mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi 
objek jual beli jasa” benar menunjukkan perbuatan tergugat yang mengambil unit 
kendaraan secara sepihak dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Cara-
cara tersebut pertama upaya penipuan yaitu ingin menalangi angsuran dan kedua 
melakukan upaya peramparan deengan dalih meminjam STNK dan kunci motor 
dengan maksud untuk mengecek kendaraan tapi pada kenyataannya kendaraan 
tetap diambil secara paksa dan penggugat diminta pulang menggunakan ojek 
online. 
3.2.Kategorisasi II : Ganti Rugi Berupa Penggantian Barang yang Sejenis 
dan Setara Nilainya 
Pertimbangan hukum dari Hakim sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dan pendapat dari Mr. J. H. Nieuewenhuis karena unsur 
“ganti rugi berupa penggantian barang yang sejenis dan setara nilainya” dalam 
aturan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa pada intinya, unsur “ganti rugi 
berupa penggantian barang yang sejenis dan setara nilainya” menunjukkan 
adanya kerugian yang dilami oleh konsumen akibat perbuatan yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha yang mengambil unit kendaraan yang mengakibatkan dimana 
Pelaku Usaha harus ganti rugi kerugian konsumen dengan barang yang sejenis 
dan setara nilainya. Dan di dalam putusan yang diteliti oleh penulis (Putusan 
Nomor 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019), unsur “ganti rugi berupa penggantian barang 
yang sejenis dan setara nilainya” benar menunjukkan perbuatan tergugat yang 
merugikan bagi konsumen karena telah mengambil unit kendaraan konsumen 
secara sepihak dengan cara yang tidak benar, maka tergugat harus mengganti 
ganti rugi yang dirasakan konsumen dengan barang yang sesuai dean setara 
nilainya. 
3.3.Kategorisasi III : Kewenangan BPSK Memberikan Pilihan Penyelesaian 
Sengketa Melalui Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase 
Pertimbangan hukum dari Hakim sesuai dengan Pasal 52 huruf (a) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dan pendapat Subekti karena unsur 
“kewenangan BPSK memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi 
atau mediasi atau arbitrase” dalam aturan tersebut sudah jelas menyatakan 
bahwa pada intinya, unsur “kewenangan BPSK memberikan pilihan penyelesaian 
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sengketa melalui konsiliasi atau mediasi atau arbitrase” menunjukkan BPSK 
menerima aduan dari salah satu pihak yang dirugikan dan tidak menerima 
keadilan kemudian memberikan pilihan cara penyelesaian yaitu mediasi atau 
arbitrase atau konsiliasi dimana kedua belah pihak yang bersengketa tersebut 
sepakat memilih menyelesaiakan sengketa yang dialami menggunakan arbitrase. 
Dan di dalam putusan yang diteliti oleh Penulis (Putusan Nomor 01/Abs/BPSK-
Yk/V/2019), unsur “kewenangan BPSK memberikan pilihan penyelesaian 
sengketa melalui konsiliasi ataumediasi atau arbitrase” benar menunjukkan 
perbuatan BPSK memberikan pilihan penyelesaian sengketa bagi para pihak yang 
berperkara dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi dan para pihak saling 
setuju untuk menyelesaikan perkara dengan mengunakan cara arbitrase dimana 
putusan tersebut yang telah dikeluarkan oleh hakim harus diterima atau ditaati 
oleh para pihak yang bersengketa. 
3.4.Kategorisasi IV : Kewenangan BPSK Memanggil Pelaku Usaha yang 
Berperkara 
Pertimbangan hukum dari Hakim sesuai dengan Pasal 52 huruf (f) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dan pendapat Amriani karena unsur 
“kewenangan BPSK untuk memeriksa sengketa” dalam aturan tersebut juga sudah 
jelas menyatakan bahwa pada intinya, unsur “kewenangan BPSK untuk 
memeriksa sengketa” menunjukkan terdapat pihak konsumen yang dirugikan atas 
perbuatan pihak pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi 
konsumen, yang berlanjut pihak konsumen mengadukan ketidakadilan tersebut 
kepasa BPSK, kemudian BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap 
aduan sengketa yang melibatkan antara konsumen dan pelaku usaha agar BPSK 
dapat menyelesaikan sengketa penarikan motor secara paksa tersebut dan 
mendapatkan keadilan. Dan di dalam putusan yang diteliti oleh penulis (Putusan 
Nomor 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019), unsur “kewenangan BPSK untuk 
menyelesaikan sengketa” benar menunjukkan perbuatan BPSK melakukan 
penelitian dan pemeriksaan terhadap sengketa atas aduan pihak konsumen yang 
mengalami kerugian dan tidak mendapatkan ketidakadilan atas penarikan motor 
secara paksa yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga BPSK melakukan 
7 
penelitian dan pemeriksaan terhadap sengketa yang dialamioleh pihak konsumen 
dan pihak pelaku usaha agar yang dirugikan mendapatkan keadilan. 
3.5.Kategorisasi V: Kewenangan BPSK Memanggil Pelaku Usaha yang 
Berperkara 
Pertimbangan hukum dari Hakim sesuai dengan Pasal 52 huruf (g) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dan pendapat Wirjono Prodjodikoro karena 
unsur “kewenangan BPSK memanggil pelaku usaha yang berperkara” dalam 
aturan tersebut juga sudah jelas menyatakan bahwa pada intinya, unsur 
“kewenangan BPSK memanggil pelaku usaha yang berperkara” menunjukkan 
bahwa BPSK menerima aduan dari pihak konsumen karena mendapati kerugian 
dan ketidakadilan atas perbuatan pelaku usaha yaitu penarikan unit kendaraan 
dengan cara-cara yang tidak benar yaitu pertama, upaya penipuan dengan iming-
iming akan menalangi angsuran kendaraan konsumen dan kedua, upaya 
perampasan dengan dalih meminjam kunci dan STNK untuk memeriksa 
kendaraan tapi kenyataannya kendaraan tersebut ditarik secara paksa, kemudian 
BPSK melakukan panggilan terhadap pelaku usaha di setiap jalannya persidangan 
tapi pelaku usaha tidah hadir sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan sidang. Dan di 
dalam putusan yang telah diteliti oleh penulis (Putusan Nomro 01/Abs/BPSK-
Yk/V/2019), unsur “kewenangan BPSK memanggil pelaku usaha yang 
berperkara” benar menunjukkan perbuatan BPSK melakukan panggilan terhadap 
pelaku usaha untuk hadir disetiap persidangan dalam sengketa yang dialami 
konsumen dan pelaku usaha tentang penarikan unit kendaraan secara paksa tapi 




Pertimbangan hukum dari Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Nomor: 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 tentang penarikan motor secara paksa yang 
dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap unsur “larangan pelaku usaha mengurangi 
mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual 
beli jasa” telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen dan sesuai pula dengan doktrin atau pendapat yang 
dikemukakan oleh Salim HS. 
Pertimbangan hukum dari Hakim Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Nomor: 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 tentang penarikan motor secara 
paksa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap unsur “ganti rugi berupa 
penggantian barang yang sejenis dan setara nilainya” telah sesuai dengan Pasal 
19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sesuai dengan doktrin 
atau pendapat yang dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang 
telah diterjemahkan oleh Djasadin Saragih. 
Pertimbangan hukum dari Hakim Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Nomor: 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 tentang penarikan motor secara 
paksa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap unsur “kewenangan BPSK 
memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi atau mediasi atau 
arbitrase” telah sesuai dengan Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen  dan sesuai dengan doktrin atau pendapat yang dikemukakan oleh 
Subekti. 
Pertimbangan hukum dari Hakim Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Nomor: 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 tentang penarikan motor secara 
paksa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap unsur “kewenangan BPSK 
untuk memeriksa sengketa” telah sesuai dengan Pasal 52 huruf (f) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dan sesuai dengan doktrin atau pendapat yang 
dikemukakan oleh Amriani. 
Pertimbangan hukum dari Hakim Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Nomor: 01/Abs/BPSK9Yk/V/2019 tentang penarikan motor secara 
paksa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap unsur “kewenangan BPSK 
memanggil pelaku usaha yang berperkara” telah sesuai dengan Pasal 52 huruf (g) 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sesuai dengan doktrin atau 
pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. 
4.2.Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dengan ini penulis menyampaikan 
saran bahwasannya salah satu tujuan adanya perlindungan konsumen adalah untuk 
meningkatkan kemandirian, kemampuan dan kesadaran konsumen untuk 
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melindungi diri sendiri, maka dibutuhkan tindakan-tindakan nyata yang bertujuan 
untuk memberdayakan konsumen. Pemberdayaan yang dimaksud adalah upaya 
yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsumen atas hak dan 
kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha. Upaya tersebut dapat 
dilakukan dengan cara seminar, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat 
yang menghimbau terhadap masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya 
sebagai konsumen. Hal tersebut penting bagi konsumen agar terhindar dari resiko 
hukum yang timbul karena ketidaktahuan konsumen tentang kewajibannya. Dan 
pentingnya sosialisasi BPSK agar kepentingan dan hak-hak yang dimiliki oleh 
konsumen tidak terabaikan lagi. 
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